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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/171/Kep/413.011/2017

TENTANG

KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
pelayanan publik yang mudah, murah, cepat,
berkualitas, dan transparan di Kecamatan,
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
maka  Kecamatan sebagai frontline dari
Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib untuk
menyelenggarakan Pelayanan  Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Kecamatan
sebagal Penyelenggara Peclayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten
Lamongan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730); '



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tsentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Menetapkan,
KESATU

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5

11.

12.

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 8).

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun
2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Kepala Daerah kepada Camat (Berita -Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Nomor 48);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2015 Nomor 26) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi
Terpadu  Kecamatan (PATEN) di Kabupaten
Lamongan, sebagai berikut:

N e R el ol

Kecamatan Lamongan;
Kecamatan Deket;
Kecamatan Sukodadi;
Kecamatan Pucuk;
Kecamatan Kedungpring;
Kecamatan Sugio;
Kecamatan Kembangbahu;
Kecamatan Mantup;
Kecamatan Sambeng;

10. Kecamatan Tikung;
11. Kecamatan Kalitengah,;
12. Kecamatan Karanggeneng;



KEDUA

KETIGA

13. Kecamatan Laren;

14. Kecamatan Solokuro;
15. Kecamatan Modo;

16. Kecamatan Bluluk;
17. Kecamatan Sukorame;
18. Kecamatan Ngimbang;
19. Kecamatan Babat;

20. Kecamatan Paciran,;
21. Kecamatan Glagah;
22. Kecamatan Sekaran;
23. Kecamatan Sarirejo;
24. Kecamatan Karangbinangun,;
25. Kecamatan Turi,

26. Kecamatan Maduran;
27. Kecamatan Brondong.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan
sebagaimana diktum KESATU,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lamongan.

dimaksud

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. &dr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah  Kabupaten
Lamongan,;

5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan: -

6. Sdr. Camat dimaksud.

ttd.
FADELI
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14l dengan aslinya
K’EPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
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